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TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN TENAGA DAN TIM AHLI FADA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH {DPRIY) KABUPATEN SITURONDO

Meagingst

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI STTURONDC),

hahwgmnmhmﬂumhtmmmgmdmﬁmgsiﬂukelmgtﬁpm
DPRD dalam melaksanakan tugas da fungsi DPRD), berdasarkan
Peraturan Pemcrintah Momor 16 Tahun 2014 dapat diangkat Tenaga dan
Tim Ahli pada DPRD;

hahwngmamakmsebgaimtmmbuthumfakmsidcmnini,p&du
mmgan:rPedmnanPcngatugkamnTermgadanIimﬁhﬂmeewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPED}  Kabupaten  Simbando yang
pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati,

Undang-Undang Nomor 12 Tabun 1950 fentang Pembennkan Daerah-
daernh Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran

Undang—Undang Nomor 10 Tahun 2004 temang Pembentukan Peraturam

Perundany imdangan {Lesmbarm Negara Republik Indoaesia Tahug 2004
Nomor 53, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indoncsia Nomor

Undanp-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemcrintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Megara Republik  Indomesia Nomor  4437)
schagaimana telah divbah dengan Undang-Undang Nomor 12 ‘Tahun 2008
lentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
lemang Pemerintabon Dacrah (Lewbarsn Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomwor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4844);

Undeng—Undang Notmor 22 Tabue 2007 entany Penyelenggara Pemilihan
Umum (Lembaran Negats Republik Indonesin Tahug 2007 Momor 59,
Tambahan Lembaman Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
Undang-[Indang Momor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembarun
Negure. Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 2, Tambuhan Lembaran
MNegara Republik [ndonesia Womer 4801);



Menetapkan :
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11.
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13.
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15.

Undang-Undang Nomor [0 Tahun 2008 tentang Pemifihan Umum
Angpola Dewan Perwakilan Rakyat, Thewnn Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi
Tahun 2008 Nomor 51, Tambahen Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomior 4836) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Noowor
17 Tahun 2009 ientang Penctapen Atas Pevahran Pemerintsh Penppaati
Undang-Undang Nomor { Tahun 2009 =otang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umurn Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Pewan Perwakilan
Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Repubfik [ndonesia Talum 2009 Nomor
78. Tumbahan Lembaran Negara Repubilik Indonesia Nomor S009);
Undong-Uindang Nomor 27 Tuhun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwukilap Rakyat, Dewan Perwakilan Daseah, dan
Dewan Perwakifan Rakyat Dacrah {Lembaran Negara Republik ladonesia
Tahun 200% Nomor 123, Tambuhan [embaran Nogara Republik Indonesin
Momur 5043);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tabun 1972 testang Perobshan Nama
dan Pemindohan Tempai Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupsten
Penarukan (Lembaran Negara Repoblik Indoncsia Tahum 1972
Nonror 38);

Peraturan Pemenintah Nomor 79 Tahun 2005 tetang Pedoman Pembinaan
dan Pengawesan Pconyelengparaan Pemerintghan Dacrah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahen Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

Feraturan Femerintah Nomor 33 Tahun 2047 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan  Antara Pemnerintah, Pemerintahan Daersh Propinsi, dap
Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota (Lembaran Negam Repubiik
[ndonwsia Tamm 2007 Nomor 82, Tambahan Tembaran Negara Republik
Indemesia Nomaor £737);

Peraiuran Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 temtang Pedoman
Penyusuman Peraturan Dewan Perwskilan Rakyal Daerah Temang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lemharen Nepgarn Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5104);

Peratiran Menteri Dalan Negeri Momor 23 Tahum 2007 tentang Pedoman Tata
Cora Pengawasan Atas 'enyelenyzaman Pemerintah Daerah:

Peraturan Menten Dalam Negeri Memor 33 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Pcraturan Dacrah dan Peraturan Kepala Daergh;

Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomeor 02 Tabun 2008 tentang
Unuwsan Pemcrintahan Macrah Kabupaten Situbonde (Lembaran Daersh
Kabupaten Situbondo Tabun 2008 Nomor 02);

Peraturan Dagrah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekreteriat Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah (DPRI)) Kabupaten Stubondo (Lembaran Dacrah Kabepaten
Situbondo Tahum 2008 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

PERATUURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN
TENAGA DAN TIM AHLI FADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DFRD} KABUPATEN SITUBONDO



BABI
KETENTUAN UMUM
Pawal |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1
2,
3.

.3

(1}
(2)

(0

{2)

Praerah adslah Kabapaten Situbondo.
Bupati adatah Bupati Situbendo.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjunya disingkat DPRD
adaleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya disebut
angpota DPRD adalah angeots Dewan Perwaldlas Rakyal Daersh
Kabupaten Situbondo,

BAB 11

FELAKSANAAN PENGANGKATAN

Pasul 2
Tenaga ahli diangkat guna memban nigas dan fumgsi Fraksi pada DPRD.
Tim ahli diangkst puna membantu tuges dan fungsi alat kelemgkapan
DPRD.

Pasal 3
Tenapa ahli sebagaimann dimeksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilentukan
schanyak | {38h1) orang unkak AEsing-wasing fralss,
Anggota rint abli schagaimans dimaksod dalam Pasal 2 ayat (2) ditentokan
sehanysk-banyaknya sama denyen jumiah ala k¢lenpkopan pads DPRD.

Pasal 4

Masa kerja Tenaga dan Trm Ahli sebagaimana dimaksud datam Pasai 2 adnlah
s¢lama 1 ¢satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal §

Tensga dan tim ahli sebagaimena dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi
Tretsvaralan :

a.

b.

m

Berkelakimn haikdm:belumpcrmhdihdmnyungdibﬂ:ﬁkmdcngm
surat keteranpan deri Kepolisian selempat:

Tidak berkedudukan scbﬂgai Pﬂl‘lgltl‘us dan/atau angpota T o)
dilarang Pemerintah; Bl
Tidak merangkap sebagai Pegawai Negeri Sipil/Calon Papawai Nepgari
Sipil/Polri/TN] R1 atau intansi Pemerintah/Pemerintah Dacrah, ¢

kerfa paling singkat 5 (Iima) abun, strata dug den galaman
kerja pa].i“g gim;kat 3 (tiga) tahum, strata tigs E‘ﬁ; -:I»::ngg,-g,ﬂ;::l I;::gal&mﬂn
kerja paling singkat t (satu) tahum;

Menguasai bidang pemerimtahan:

Menguasei tugas dan fingsi DPRD;
Lnlﬂsﬁtdmpmmrmsymgdihkmmkmoichﬁrﬁﬁnﬂﬂdmi.



Pasal &

Pamitia Seleksi it and Proper Test schapaimana dimaksod dalam Pesa! 5 hurod
e dibentuk oleh Sekretaris DPRD dengan melibatkan vosar dari angeow dan
pimpinan DPRD serta sckretarial DPRD.

Paszal 7

Tenaga dan Tim Ahli yang dinyatakan memenuhi persyaratan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, diangkat dan dibeshentikan dengan  Kepuatusan
Sekretaris DPRD,

Fasal §

(1} Kepada Tenaga dan Tim Ahli DPRD dapat diberikan honorarium setiap
bulannyu yang dibchankan pada Angparan Pendapatan <dan Relanja
(APBDY Kabupalen Siibondo.

(Z) Pemberian honorarinm sebagaimana dimaksid pada avat (1) didasarkan
pada kchadiran sesvai dengan kebutuhan dan/atau kegriatan DPRD.

BAR I
KETENTUAN PENUTUP
Pasal D

llai-hal yang belum diatur dalam Peratvran Bupafi ini scpanjang menpenai
teknis pelaksanaannya ditctapkan lehih lanjwl dengan Peraturan Sckrctaris
DPRD,

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundanykan.

Agar seliap orang dapat mengetabuinya, memerintahkan pengundangan
Peruluran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 1aerah Kabupatet
Situbondo.

Ditetapkan di Sit

Biundangkan di Situbondo
F - |
paca tangged D 1~ Ju1 21 AT KERJA
Pit. SEKRETARIS DAERAH : o Bopwuw
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